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1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses  penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Implikasinya adalah peningkatan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber dayanya guna memeberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era desentralisasi dan partisipasi masyarakat serta keterbukaan, juga telah terjadi kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat dan juga keinginan pemerintah daerah yaitu agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah peran masyarakat dalam proses pembangunan harus diutamakan. Dalam kaitan tersebut, pemerintah juga merespon baik usulan masyarakat untuk pembentukan Propinsi Banten dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2000

Terdapat dua alasan penting yang melatarbelakangi perlunya penataan ruang Propinsi Banten. Pertama adalah karena alasan teknis, Propinsi Banten merupakan wilayah baru yang memerlukan suatu rencana pengelolaan ruang yang spesifik, yang berarti, tidak lagi termasuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat. Hal tersebut adalah logis, karena asumsi-asumsi dasar yang digunakan sudah sangat berbeda mengingat kenyataan politik bahwa Banten dan Jawa Barat adalah sama-sama berstatus propinsi.

Alasan kedua adalah, pentingnya untuk meninjau kembali “penataan ruang” yang disusun dalam masa-masa sebelum reformasi. Hal ini disebabkan oleh karena kemungkinan besar penataan ruang yang dilakukan pada masa-masa tersebut belum mempertimbangkan paradigma-paradigma baru yang berkembang, seperti otonomi dan desentralisasi, partisipatif, kerjasama lintas wilayah (aliansi strategis). 

Berkaitan dengan kedua hal tersebut, penataan ruang Propinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi terwujudnya pembangunan wilayah kabupaten dan kota yang berkelanjutan dan kompetitif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kaitan tersebut, penataan ruang propinsi Banten harus mengacu prinsip-prinsip penataan ruang yang modern dan mutakhir yang didasarkan pada semangat reformasi dan demokrasi.

2. Isu-Isu Penataan Ruang 
Sebelum membahas prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam penataan ruang propinsi Banten, pada bagian ini akan dibahas isu-isu penataan ruang. Isu-isu ini dapat merupakan isu nasional maupun yang spesifik propinsi Banten. 

Pada dasarnya penataan ruang Propinsi Banten merupakan suatu implikasi dari pembentukan propinsi baru yang menghendaki suatu rencana tata ruang yang tersendiri yang tidak lagi menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, prinsip perencanaan tata ruangnya adalah dalam rangka pengembangan wilayah. Karena itu haruslah diperhatikan aspek-aspek yang mendasari pengembangan wilayah (regional development) seperti sumber daya manusia (human resources), sumber daya alam (natural resources), serta dukungan pranata sistem (institutional infrastructure). 

Salah satu isu yang patut dipertimbangkan adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Hal ini merupakan inti dari reformasi yang kita cita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya. Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan top-down harus segera direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan demand masyarakat yang disebut sebagai community driven planning. Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendirilah yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya. Hal ini sangat penting dalam penataan ruang wilayah dan perkotaan.

Isu lain yang hendak dibahas adalah terkait dengan akselerasi pembangunan di Propinsi Banten. Sebagai salah satu propinsi baru, Propinsi Banten, hendaknya mengambil momen yang sangat baik ini untuk meraih dukungan bagi pengembangan wilayahnya. Contoh dukungan ini dapat terlihat jelas dengan pembentukan/pengalihan status Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjadi universitas negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah Banten untuk meningkatkan kualitas SDM-nya.

Dalam kaitan tersebut, potensi yang sudah ada hendaknya didayagunakan dan didorong secepatnya, seperti: potensi wisata bahari dan pantai di sepanjang pantai selatan dan barat, Gunung Krakatau, Taman Nasional Ujung Kulon, dan wisata budaya Baduy serta situs budaya Banten Lama. Dilihat dari letak geografisnya, Propinsi Banten merupakan gerbang masuk ke Pulau Jawa dari arah Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Di sekitar pelabuhan inilah banyak berkembang kawasan industri dan tempat wisata. Dari segi infrastruktur wilayah, walaupun  belum memadai, telah terdapat jaringan jalan yang melintasi seluruh kawasan pantai sampai dengan perbatasan Kab. Sukabumi. 

Propinsi Banten juga mendapatkan keuntungan lokasional dengan berbatasan dengan Jakarta (Jabotabek) dan Lampung.  Luapan (spill over) dari Jakarta dapat merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Propinsi Banten. Selain itu, pengembangan wisata bahari Gunung Krakatau dan Anak Gunung Krakatau juga terkait dengan Propinsi Lampung.

Namun demikian, Propinsi Banten hendaknya juga menyadari beberapa ketertinggalannya dari daerah lain. Di Propinsi Banten masih terdapat banyaknya desa-desa miskin serta masih rendahnya pendapatan asli daerah.

Salah satu konsekuensi negatif dari diberlakukannya otonomi daerah kondisi antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya, demi sekedar mengejar target dalam lingkup “kacamata” masing-masing. Kondisi tersebut akan menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak diikat dengan satu kerangka keterpaduan yang mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dan dalam kerangka negara  kesatuan Republik Indonesia. 

Prasarana yang bersifat tunggal dan melayani wilayah sekitarnya (prasarana wilayah) seperti pelabuhan, sangatlah tidak efisien apabila harus dibangun pada setiap daerah. Karena itu haruslah dicari suatu sinergi yang baik dalam mengupayakan ketersediaan prasarana sejenis yang secara hirarki fungsional dia dapat melayani kebutuhan kebutuhan yang tidak hanya menguntungkan pembangunan daerah tetapi juga wilayah dan nasional. Sebagai contoh, prasarana jalan secara sistem berhirarki mulai dari jalan arteri, kolektor, dan lokal yang secara keseluruhan mendukung kelancaran sistem aktivitas dan produksi baik dari asal bahan baku maupun menuju outlet-nya. Begitu pula dengan sistem kota-kota yang terdiri dari fungsi pelayanan kegiatan nasional, wilayah, maupun lokal. Kota-kota tersebut secara hirarki fungsional melayani penduduk kotanya maupun wilayah sekitarnya.

3. Prinsip Dasar Penataan Ruang

Ada banyak teori pengembangan wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang Propinsi Banten. Secara umum teori pengembangan wilayah maupun penataan ruang sudah berkembang jauh dari sejak dikembangkannya pada tahap awal. Teori-teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas atau dasar dari tujuan penerapan masing-masing teori. Kelompok pertama adalah teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (local prosperity). Kelompok kedua  menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (sustainable production activity). Kelompok ini sering disebut sebagai sangat perduli dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kelompok ketiga memberikan perhatian kepada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga kajian terfokus kepada governance yang bisa bertanggung jawab (resposnsible) dan berkinerja bagus (good). Kelompok keempat perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (people prosperity). 

Dalam kaitan tersebut keseluruhan kelompok teori tersebut tidak seluruhnya bertentangan satu dengan yang lainnya, namun dalam penggunaanya dapat dijadikan suatu sinergi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang didalamnya terkandung muatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Konsep dasar penataan ruang wilayah dan kota dengan pendekatan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.  Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 

Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholders) pada setiap tahap pembangunan. Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah,  ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Pertama, adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah, sebagaimana digariskan oleh UU 22/1999, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Depkimpraswil. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan

Pemerintah pusat merupakan “penjaga” kepentingan nasional. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota. 

Dalam konteks pengembangan propinsi Banten, Pemerintah Propinsi harus memposisikan dirinya sebagai “pengemban amanat kabupaten-kabupaten” di wilayahnya. Sebagaimana arahan PP No. 25 Tahun 2000, pemerintah propinsi berkewajiban untuk mengelola hal-hal yang lintas kabupaten seperti: prasarana wilayah lintas kabupaten (jalan arteri, sungai, danau, waduk dsb.), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pemanfaatan ruang lintas kabupaten, dan fasilitas kerjasama lintas kabupaten. 

Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan. 

Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang. 

4. Kebijaksanaan Penataan Ruang

Strategi kebijaksanaan penataan ruang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Keterpaduan program, bagi semua sektor dengan memperhatikan lintas sektoral tetapi juga lintas wilayah melalui kerangka pengembangan wilayah atau kawasan.

b. Pendekatan yang mengedepankan peran masyarakat dalam pembangunan. 

c. Sinerji pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

e. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap rencana tata ruang.

f. Penegakkan hukum yang konsisten. Dengan penegakan hukum, diharapkan dapat terhindari kepentingan sepihak, dan terlaksanananya pembagian peran yang “seimbang” antar seluruh pelaku pembangunan.

g. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinerji pembangunan.

Dalam kaitan dengan strategi pengembangan perkotaan, beberapa hal dapat menjadi pertimbangan, seperti:

1) Penanganan pembangunan kota yang bersifat mendesak dan jangka pendek

a. Kebijakan pembangunan kota diarahkan pada pemulihan kondisi kota dan pengembalian fungsi kota untuk segera dapat menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan kota, terutama di kota-kota metropolitan dan besar.

b. Kebijakan pembangunan kota sebagai upaya menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang sedang berjalan.

2) Penanganan pembangunan kota berkelanjutan (jangka menengah dan panjang)

a. Meningkatkan peran pembinaan pembinaan perkotaan bagi daerah dalam pembangunan perkotaan

b. Mendorong dan meningkatkan kapasitas pusat maupun daerah  dalam pengelolaan pembangunan kota yang lebih efisien dan efektif melalui pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya.

c. Mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan kawasan kota

d. Mendorong usaha pelestarian sumber daya alam dan buatan serta pemulihan kota

e. Meningkatkan daya saing kota sesuai dengan potensi yang dimiliki.

f. Mendorong keterkaitan desa-kota melalui peningkatan aksesibilitas kota-desa dan mengembangkan fasilitas dan sarana produksi.

5. Penutup

Terwujudnya pembangunan wilayah dan kota pada saat ini lebih banyak ditentukan oleh perilaku pasar, komunikasi, informasi yang transparan kepada masyarakat pelaku pembangunan. Oleh sebab itu upaya pembangunan wilayah dan kota dilakukan dengan menawarkan kepada semua pelaku pembangunan wilayah dan kota sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.

Dalam upaya pengembangan wilayah dan pembangunan kota, peran pemerintah akan lebih ditekankan pada penyiapan pedoman, norma, standar dan peraturan, pengembangan informasi dan teknologi, perumusan kebijakan dan strategi nasional. Disisi lain, pemerintah semakin dituntut untuk mengenali permasalahan wilayah dan kota dan pemecahan yang inovatif yang tidak lagi  tergantung pada pemerintah, meskipun pemerintah masih mempunyai kewajiban membantu dalam pembangunan wilayah dan perkotaan.

Pada kesempatan ini, beberapa hal dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan penataan ruang Propinsi Banten: 

1. hendaknya tidak dipertentangkan pendekatan yang bersifat top-down dengan botom-up, pendekatan mikro dengan pendekatan makro, serta pertentangan antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya untuk memikirkan upaya-upaya untuk mensinergikan dan mengisi celah diantaranya (gap filling). Karena itu, perlu untuk terus dipikirkan upaya-upaya untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya otonomi daerah (terutamna kabupaten dan kota) secara transparan dan akuntabel.  

2. Penataan ruang dalam prosesnya hendaklah mengedepankan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah haruslah mendorong upaya-upaya partisipasi masyarakat melalui forum penataan ruang maupun partisipasi secara langsung. Sejak awal, masyarakat haruslah diikutsertakan dalam penentuan keputusan dan desain teknis perencanaan.

3. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Propinsi Banten 

· mengumpulkan masukan-masukan teknis dari pemerintah kabupaten. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, pemerintah propinsi Banten haruslah memposisikan sebagai fasilitator pemerintah-pemerintah kabupaten yang menjadi representasi masyarakat Propinsi Banten

· memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat melalui suatu forum atau kelembagaan yang sesuai dengan budaya lokal.

Pemerintah Propinsi dan pemerintah-pemerintah daerah kabupaten/kota di Banten hendaknya mengembangkan suatu forum yang berbasiskan budaya lokal Banten.

4. Strategi pengembangan wilayah dapat difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan memanfaatkan keunggulan kompetitif wilayah seperti: sektor industri manufaktur dan pariwisata

5. Dalam rangka mengembangkan sinergi dengan potensi sekitarnya (regional linkages) seperti dengan Jabotabek dan Lampung pemerintah Propinsi hendaknya menjalin komunikasi dan kerjasama program-program pengembangan wilayah (lintas wilayah).
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